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PENGUMUMAN
NOMOR : 20/SEK/PENG.KP1.1.2/X/2026

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN CALON HAKIM DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
TAHUN ANGGARAN 2026

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengadaan Hakim Pengadilan
Tingkat Pertama, Mahkamah Agung memberikan kesempatan kepada Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di

Bawahnya yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pengadaan calon hakim.

l. JUMLAH KEBUTUHAN
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5
Tahun 2025 tentang Pengadaan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama,
seleksi Pengadaan Hakim Tahun 2026 berasal dari Pegawai Negeri Sipil
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya untuk
selanjutnya akan diseleksi menjadi Hakim pada Peradilan Umum, Peradilan
Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan jumlah kebutuhan

sebagai berikut:

Kebutuhan

No Jabatan Kualifikasi Pendidikan Khusus | Khusus

Umum
Papua Aceh
1 Calon S-1 Hukum / S-1 llmu 75 5 5
Hakim Hukum (dari Fakultas
. Hukum)
Peradilan
Umum
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2 Calon S-1 Hukum 104 5 5

Hakim S-1 limu Hukum
Peradilan | s-1 Al-Ahwal
Agama Al-Syakhshiyah

S-1 Al-Ahwal

Asy-Syakhsiyah

S-1 Al-Ahwal

Al-Syakhshiyyah
S-1 Jinayah Siyasah
S-1 Siyasah

S-1 Siyasah Jinayah
S-1 Muamalah

S-1 Syariah

S-1 Perbandingan
Mazhab dan

Hukum
(dari Fakultas Syariah)

3 Calon S-1 llmu Hukum / S-1 5 2 2
Hukum (dari Fakultas
Hukum)

Hakim
Peradilan
Tata
Usaha

Negara

. PERSYARATAN
A. UMUM
1. Pegawai Negeri Sipil aktif pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya;
2. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
3. Usia paling tinggi 36 (tiga puluh enam) tahun 0 (nol) bulan pada saat
pendaftaran tanggal 1 Oktober 2026;
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4. Sehat jasmani rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban
ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit
pemerintah;

5. Tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika,
prekursor dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan
yang ditandatangani oleh dokter dari unit kesehatan pemerintah;

6. Bersedia ditempatkan pada pengadilan tingkat pertama di seluruh
wilayah Indonesia;

7. Bersedia diangkat pertama kali dalam jabatan Hakim Pratama;

8. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

9. Memiliki sertifikat hasil tes kemampuan bahasa Inggris yang
diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sebelum tanggal pendaftaran
oleh lembaga penyelenggara tes resmi yang diakui dan terakreditasi,
dengan skor paling rendah TOEFL Paper-Based Test
(PBT)/Institutional Testing Program (ITP) :450 (empat ratus lima
puluh), TOEFL Internet-Based Test (iBT) : 45 (empat puluh lima),
atau International English Language Testing System (IELTS): 5.0
(lima koma nol);

10.Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan satuan kerja;

11.Memiliki unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir;

12.Mengisi SPT dalam 1 (satu) tahun terakhir;

13.Mendapatkan izin dari pimpinan satuan kerja;

14.Khusus pelamar calon hakim pada peradilan agama wajib dapat
membaca dan memahami kitab kuning dan beragama Islam;

B. KHUSUS

1. Berasal dari Papua/Aceh, yang dibuktikan dengan dokumen yang
sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Lahir dan/atau menempuh pendidikan di wilayah Papua/Aceh sejak
SD sampai dengan SMA;

3. Memiliki pengalaman melaksanakan tugas pada satuan kerja

pengadilan di wilayah Papua/Aceh;
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4. Bersedia ditempatkan dan melaksanakan tugas pada satuan kerja

pengadilan di wilayah Papua/Aceh.

1. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN
A. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara  online melalui portal
https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id mulai tanggal 1 Oktober
2026 dan ditutup pada tanggal 2 November 2026 pukul 23:59 WIB
dengan menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP);

2. Setelah melakukan pendaftaran, peserta kembali login ke portal
https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id menggunakan akun yang
telah didaftarkan untuk memilih calon hakim sesuai lingkungan
peradilan yang dilamar serta melengkapi data dan form yang
tersedia;

3. Apabila telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran, peserta
wajib memantau perkembangan informasi melalui laman

https://www.mahkamahagung.go.id.

B. Dokumen Persyaratan
Peserta wajib mengunggah persyaratan scan dokumen asli dan
berwarna (tidak hitam putih) pada laman
https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id serta memastikan seluruh
dokumen yang diunggah dapat dibuka (file tidak rusak dan terbaca
dengan jelas) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. UMUM
a. Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI
diketik dengan menggunakan Komputer, ditandatangani di atas
meterai Rp.10.000,- (format surat lamaran dapat diunduh pada
https://www.mahkamahagung.go.id);
b. Pas foto formal terbaru berlatar belakang merabh;
c. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
d. ljazah dan transkrip sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang
dipersyaratkan;
e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
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f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit
pemerintah yang dikeluarkan mulai tanggal pendaftaran;

g. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika,
psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang
ditandatangani oleh dokter dari unit kesehatan pemerintah yang
dikeluarkan mulai tanggal pendaftaran;

h. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon hakim dan bersedia
ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia ditandatangani di atas
meterai;

i. Surat pernyataan bersedia diangkat pertama kali dalam jabatan
Hakim Pratama ditandatangani di atas meterai;

j. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung;

k. Sertifikat TOEFL yang diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun
sebelum tanggal pendaftaran oleh lembaga penyelenggara tes
resmi yang diakui dan terakreditasi;

I. Surat keterangan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan
negara yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja;

m. Penilaian SKP 1 (satu) tahun terakhir dengan predikat baik;

n. Tanda bukti pelaporan SPT dalam 1 (satu) tahun terakhir;

0. Surat izin yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja.

2. KHUSUS

a. KTP/KK/Akta Kelahiran/Surat Kenal lahir yang menjelaskan
bahwa pelamar berasal dari Papua/Aceh dan/atau ljazah
pendidikan SD sampai dengan SMA yang membuktikan pelamar
menempuh pendidikan di wilayah Papua/Aceh;

b. SK Jabatan yang menjelaskan penugasan di wilayah
Papua/Aceh;

c. Surat pernyataan bersedia ditempatkan dan melaksanakan
tugas pada satuan kerja pengadilan di wilayah Papua/Aceh.

IV.  TAHAPAN SELEKSI
1. Tahapan Seleksi menggunakan sistem gugur, meliputi:
a. Seleksi Administrasi
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b. Profiling dan uji publik, serta penyampaian pendapat masyarakat
melalui https:// siwas.mahkamahagung.go.id
c. Seleksi Kompetensi Bidang
1) Tes Substansi Hukum dan Teknologi Informasi berbasis
Computer Assisted Test (CAT)
2) Tes Tertulis
d. Psikotes dan Wawancara
Khusus pelamar Calon Hakim pada Peradilan Agama ditambah
materi membaca dan memahami Kitab Kuning.
2. Penetapan Kelulusan
Peserta yang dinyatakan lulus seleksi ditentukan berdasarkan peringkat
tertinggi dari nilai ambang batas yang ditetapkan oleh panitia seleksi dan
penetapan jumlah kebutuhan calon hakim dalam pengumuman seleksi.
. Lokasi pelaksanaan tahapan SKB akan diberitahukan lebih lanjut
dengan pengumuman tersendiri melalui laman

https://www.mahkamahagung.go.id dan https://rekrutmen.

mahkamahagung.go.id.

V. JADWAL SELEKSI

Jadwal seleksi Pengadaan Calon Hakim Tahun Anggaran 2026 adalah

sebagai berikut:

No

Uraian

Waktu Pelaksanaan

TAHAP PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1.

Pengumuman Seleksi

1 Oktober s.d. 2 November 2026

2.

Pendaftaran Seleksi

1 Oktober s.d. 2 November 2026

TAHAPAN SELEKSI

3. | Seleksi Administrasi 2 Oktober 2026 s.d. 3 November
2026
4. | Pengumuman Hasil Seleksi | 5 November 2026
Administrasi
5. | Profiling dan Uji Publik, serta |5 s.d 13 November 2026
Penyampaian Pendapat Masyarakat
6. | Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
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a. Tes Substansi Hukum dan |9 s.d. 10 November 2026
Teknologi Informasi berbasis
Computer Assisted Test (CAT)

b. Tes Tertulis 11 s.d. 12 November 2026

7. | Pengumuman Kelulusan Profiling, | 27 November 2026
Uji Publik, Penyampaian Pendapat
Masyarakat dan Hasil Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB)

8. | Pelaksanaan Seleksi Psikotest dan | 7 s.d.11 Desember 2026

Wawancara
9. | Pengumuman Kelulusan 31 Desember 2026
Catatan:

1. Jadwal di atas dimungkinkan mengalami perubahan, dan setiap
perubahan akan diumumkan melalui laman
https://mahkamahagung.go.id dan https://rekrutmen.mahkamahagung.
go.id.

2. Pelaksanaan seleksi pada setiap tahapan menggunakan sistem gugur.

3. Peserta wajib memantau perkembangan informasi dan jadwal seleksi

secara berkala.

VI. LAIN-LAIN

1. Peserta wajib membaca dan mempedomani pengumuman dengan
cermat, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran
sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;

2. Peserta hanya dapat mendaftar pada satu lingkungan peradilan;

3. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak
yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut
merupakan tindak pidana. Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain
dilarang memberikan barang/sesuatu dalam bentuk apapun yang
dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pelaksanaan
Seleksi Pengadaan Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung,
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apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang
berlaku dan digugurkan kelulusannya;

4. Bagi peserta yang tidak hadir, atau tidak mengikuti tahapan seleksi,
maka dinyatakan gugur;

5. Apabila di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir,
diketahui terdapat keterangan/data peserta tidak sesuai dengan
persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah
ditandatangani, maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan
peserta yang bersangkutan;

6. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;

7. Keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat;

8. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh peserta
menjadi milik panitia;

9. Informasi lebih lanjut pada laman https://rekrutmen.mahkamahagung.
go.id dan https://mahkamahagung.go.id;

10.Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi
Pengadaan Calon Hakim Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2026
dapat menghubungi helpdesk melalui WhatsApp : 082211011667 pada
hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB;

11.Segala bentuk pengaduan terhadap tindakan penyimpangan pada
pelaksanaan seleksi Pengadaan Calon Hakim Mahkamah Agung Tahun
Anggaran 2026 dapat disampaikan melalui Whistleblowing System
Mahkamah Agung RI, dengan alamat https://siwas.

mahkamahagung.go.id.

Jakarta, 1 Oktober 2026
PIt. Sekretaris Mahkamah Agung
selaku

Ketua Panitia Pelaksana Seleksi,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
PIt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Sobandi
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